
 
BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI BANDUNG 

 
NOMOR : 54 TAHUN 2016 

LAMPIRAN : 1 (SATU) 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2008 

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI   BANDUNG 

 
Menimbang : a. bahwa system dan prosedur pengelolaan keuangan 

daerah di Kabupaten Bandung telah ditetapkan 
melalui Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008 

Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah;  
 

  b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan 

Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan 
Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung serta 

sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 
061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah, ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b. perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 
Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 
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Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor  

4438); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578) 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578) 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5887): 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9); 

  14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 
Nomor 17); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 
25 Tahun  2009 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2009 Nomor 25); 
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  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 

Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 
Nomor 11); 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan 
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya 

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2011 Nomor 6); 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan 
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor12); 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2015 Nomor 1); 

  19 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 

Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12); 

  24. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang 
Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat 

Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung 
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 

Nomor 49). 
    

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2008 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH. 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 
9 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah, yang telah diundangkan dalam Berita 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 9, diubah 

sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
 

 



5 
 

Pasal 38 

 
(1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) 
terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja 
urusan pilihan. 

(2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib 
sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas : 

a. Belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang 
berkaitan dengan pelayanan dasar; dan 

b. Belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak 
berkaitan dengan pelayanan dasar. 

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan  

pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a terdiri atas:  

a. pendidikan; 
b. kesehatan; 

c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;  
e. ketenteraman dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat; dan 
f. sosial. 

(4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan 
dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b terdiri atas:  

a. tenaga kerja; 
b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak;  
c. pangan; 

d. pertanahan; 
e. lingkungan hidup; 

f. administrasi kependudukan dan pencatatan 
sipil; 

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 

h. pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana; 

i. perhubungan;  
j. komunikasi dan informatika; 

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 
l. penanaman modal; 
m. kepemudaan dan olah raga; 

n. statistik; 
o. persandian; 

p. kebudayaan; 
q. perpustakaan; dan 

r. kearsipan. 

(5) Klasifikasi belanja menurut Urusan Pemerintahan 
Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri atas:  

a. kelautan dan perikanan; 

b. pariwisata; 
c. pertanian; 
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d. perdagangan; 

e. kehutanan; 
f. energi dan sumber daya mineral;  

g. perindustrian; dan 
h. transmigrasi.  

(6) selain Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdapat belanja untuk: 

a. unsur penunjang urusan pemerintahan; 

b. unsur pendukung; 

c. urusan pemerintahan umum; dan 

d. unsur kewilayahan. 

(7) Klasifikasi belanja untuk unsur penunjang urusan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

huruf a meliputi: 

a. perencanaan; 

b. keuangan; 
c. kepegawaian; 

d. pendidikan dan pelatihan; 
e. penelitian dan pengembangan; dan 
f. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(8) Klasifikasi belanja untuk unsur pendukung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b 
meliputi : 

a. Sekretariat Daerah; 
b. Sekretariat DPRD. 

(9) Klasifikasi belanja untuk urusan pemerintahan 

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf 
c untuk bidang kesatuan bangsa dan politik  

(10) Klasifikasi belanja untuk unsur kewilayahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d 

untuk belanja kecamatan dalam rangka 
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan 
pemerintahan, pelayanan publik, dan 

pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain 
dan kelurahan.    

 

2. Ketentuan Lampiran A.I, A.VI, A.XI, A.XV C, A.XV E, 

A.XV F. C.V. C, C.V. E, E.XXVII.C, E.XXVII.E dan 
E.XXVII.F  diubah sehingga menjadi sebagaimana 
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. 
 

PASAL II 

 

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bandung. 

 

 Ditetapkan di Soreang 

 pada tanggal 14 November 2016 

 

BUPATI BANDUNG, 

 

  ttd 

 

 

 DADANG M NASER 

 

 

Diundangkan di Soreang 

pada tanggal 14 November 2016 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG, 

 

 ttd 

 

 

SOFIAN NATAPRAWIRA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 56 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


